PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 72| TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri

Mengingat

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4347);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5137);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 194)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5165);
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24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5740);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ﬁ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007

= tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan [llir
q i (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor
20 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
l Tahun 2016 Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);

34. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2017 Nomor 30)

35. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan llir Nomor 78 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Berita
[ Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 78)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : lIZERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
ERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.549.469.950.111,82 ,-

b. Bertambah /(Berkurang) Rp 0,00,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.549.469.950.111,82,-
2. Belanja

a. Semula Rp 1.547.169.950.111,82,-

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0.00,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.547.169.950.111,82,-

Surplus/(Defisit) Rp 2.300.000.000,00,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp 0,00,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp 0.00.-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 0,00,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp 2.300.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp_2.300.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 0,00,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0,00,-
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya peraturan Bupati ini dirubah
secara parsial terhadap objek belanja dan rincian objek belanja berkenaan
sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:
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\ ANGGARAN
NO REKENING KEGIATAN & JENIS BELANIA BERTAMBAH/
SEMULA MENJADI
‘ (BERKURANG)
L— Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
%ozmm.m |Belanja Tidak Langsung PPKD
. Belanja Bantuan Keuangan kepada
.17 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepad
5.17.04 gan Kepada
\ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desalainnya SIABAUCY S0 :
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
5.17.04.03 p
Pemerintah Desa 257.209.541.300 | 257.209.541.300 0
L Dana Desa Perimbangan 175.831.553.000 | 175.831.559.000 0
\l Dana Desa Perimbangan 175.831.550.000 | _175.831.559.000 0
[ Dana Desa Kabupaten 81.250.153.900 | 78.72L753.900 | (2.537.400.000)
\ Alokasi dana desa (ADD) 80,719.153.900|  78.181.753.900( (2.537.400.000)
l Hutang ADD Kabupaten Tahun 2016 540.000.000 540.000.000 0
Hutang Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2016 118.828.400 2.656.228.400 |  2.537.400.000
Hutang Tunjangan perangkat desa (Ketua RT,
Ketua Lingkungan) Tahun 2016 A HESsE )
Hutang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat A 1.489.350.000|  1.485.350.000
Desa tahun 2016
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa A 1.048.050.000|  1.048.050.000
(BPD) Tahun 2016 ’ R
Sekretariat Daerah
4.01.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5.750.000.000 5.750.000.000 0
5.2.3.17.02 Belanja modal peralatan dan mesin- 5.250.000.000 4.750.000.000 (500.000.000)
pengadaan kendaraan bermotor penumpang
Belanja modal peralatan dan mesin- 5.250.000.000 4.750.000.000|  (500.000.000)
pengadaan kendaraan bermotor penumpang
Pengadaan mini bus (penumpang 14 orang 5.250.000.000 4.750.000.000 (500.000.000)
kebawah)(kendaraan operasional)
Belan]a modal peralatan dan mesin- 500,000,000 1,000.000.000 500.000.000
5.23.17.04 pengadaan kendaraan bermotor khusus
Belanja modal peralatan dan mesin- 500,000,000 1.000.000.000 500.000.000
pengadaan kendaraan bermotor khusus -
Kendaraan tahanan 500.000.000 500.000.000
.000.000
kendaraan ambulance 0 500.000.000 Ll
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Perangkat Daeran Pejabat Pen isasi
gelola Keuangan Daerah d O
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah ; o Pranisasi

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ggﬁgp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritg Daerah.

Ditetapkan dj Indralaya
pada tanggal 4 RAnygn 2018
BUPATI OGAN ILIR,

dto
H. M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
~ pada tanggal ) gunyuri 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR : al
Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN 0OG

ARDAA MUKNIR, SH, M. Si
P b% 1(IV/D)
P. 14631111 198503 1 007
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Pasal 3

1. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

"'\
/’;" ]lj

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dikarenakan adanya
pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran
antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Organisasi
Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Organisasi
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tan 2\ “Anian 2018
/_BUPATI AN ILIR

/
| ‘#M IL JI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal %' Janvan 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, /

HERM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR : 21
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